
 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MAGETAN 

NOMOR  76   TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN  

NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI  

DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MAGETAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 

tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

kabupaten Magetan, telah ditetapkan Peraturan Bupati 

Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata 

Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten 

Magetan;  

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Koperasi 

dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per.M 

KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur 

Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 

Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan; 

 

 

SALINAN 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 

Kabupaten Magetan; 

 

Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 157); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 

Nomor 64); 

6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 72 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2016 Nomor 72); 

 

MEMUTUSKAN : 
  

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 72 TAHUN 2016 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS 

DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN 

USAHA MIKRO KABUPATEN MAGETAN.  

   

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magetan 

Nomor  72  Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan (Berita 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 72) diubah 

sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 6 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5, Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha 

mikro; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha 

mikro; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 

koperasi, usaha mikro; 

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, 

usaha mikro; dan  

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3), diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

 

(1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 

mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang 

faslitasi usaha koperasi; 

b. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan 

koperasi; 

c. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan 

badan usaha lainnya; 

d. mengembangkan akses pasar bagi produk 

koperasi di tingkat lokal dan nasional; 

e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian 

dan pelaporan di bidang fasilitasi usaha koperasi; 

dan  

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang. 
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(2) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) huruf c angka 2 mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang 

peningkatan kualitas sumber daya manusia 

koperasi; 

b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang 

peningkatan kualitas sumber daya manusia; 

c. merencanakan kebutuhan dan pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan bagi perangkat 

organisasi koperasi; 

d. menyusun konsep pengembangan dan pelatihan 

bagi perangkat organisasi koperasi; 

e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian 

dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang. 

(3) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan 

Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) huruf c angka 3 mempunyai tugas: 

a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan di bidang 

pengembangan, penguatan dan perlindungan 

usaha koperasi; 

b. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ 

permodalan bagi koperasi; 

c. melaksanakan monitoring , evaluasi, pengendalian 

dan pelaporan hasil kegiatan bidang 

pengembangan, penguatan dan perlindungan 

usaha koperasi; dan  

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang. 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.  

 

 

Ditetapkan di Magetan 

pada tanggal  8 Desember 2020 

 

BUPATI MAGETAN, 

TTD 

SUPRAWOTO 

 

Diundangkan di Magetan 

pada tanggal  8 Desember 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, 

       TTD 

                          HERGUNADI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR  76 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


